





a.
b.

Risalah atau transkip rekaman Rapat dan/atau sidang Véfiﬁk‘asi; dan
Pendapat etik seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 34

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

a.
b.

C.

(4)

Asas kepatutan,

Fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;
Fakta-fakta dalam pembuktian;
Fakta-fakta dalam pembelaan; dan

Tata Tertib dan Kode Etik.

Pasal 35

Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan
Kehormatan. ;

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 Anggota Badan Kehormatan. '

Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pé:da ayat (2) tidak
terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali den‘-gén tenggang waktu
masing-masing tidak lebih dari 24 (dua‘puluh empat) jam.

Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
belum juga tercapai, cara penyelesaianya &iserahkan kepada Pimpinan
DPRD.

Pasal 36

Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan
cara musyawarah untuk mencapai mufakat .

Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana d1maksud pada ayat (1)
tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 37

Setiap Keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

a.

o o0 T

Identitas Teradu,
Ringkasan Pengaduan;
Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sldang verifikasi;
Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembukuan,
Pettimbatigan terhadap fakta yang terufigkap dalam pemmbelaan;
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b o
.

Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar 'képutusan;
Amar putusan;
Hari dan tanggal keputusan ; dan

Nama dan tanda tangan Pimpinan Badan Kehormatan.

Pasal 38

Keputusan sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

(3)

Pasal 39

Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h berbunyi:

a. Menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau

b. Menyatakan Teradu terbukti melanggar. |

Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,

keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu;

Dalam hal Teradu terbukti seébagaimana dimaksiid pada ayat (1) huruf b,

keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:

a. teguran lisan; -

b. teguran tertulis;

c. pemindahan keanggotaan di Alat Kelengkapan DPRD

d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat
Kelengkapan DPRD; atau

e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB VI
PELAKSANAAN KEPUTUSAN
‘Pasal 40

Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada
Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diumumkan dalam Rapat
Atia sejak diterbmanya Keputusan Badan

Paripuria DPRD yatig pet
Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1bag1kan kepada seluruh
Anggota DPRD. :
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Pasal 41

Sanksi berupa teguran lesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)
huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan

Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya
keputusan.

(1)

Pasal 42

Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana'-dimé.ksud dalam Pasal 39 ayat
(3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD
dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya
5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan
Kehormatan.

Pasal 43

Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan D?RD atau Pimpinan
Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)
huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan
ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan
selambat-lambatnya 5 (ima ) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya
Keputusan. '

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibacakan dalam Rapat
Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan
Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 44

Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan
Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan
Fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat
Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan
Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
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(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan
Keputusan Gubernur. o

Pasal 45

Sanksi atas pelanggaran ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan ditetapkannya ' Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata
Beracara Badan Kehormatan ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas
wewenang Badan Kehormatan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

| Pasal 47

ll?

Peraturan ini mulai berlaicﬁ pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
DPRD Kabupaten Rembang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang

Diundangkan di Rembang:pada tanggal rﬂ @ “bk:(' ~ 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT BANG,

SUBAKTI
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR. A4

(]



Lampiran I : PERATURAN DPRD KAB. REMBANG
Nomor p Tahun 2019
Tanggal : 18 Oktober 2019
Contoh Format Tanda Terima Pengaduan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
J1. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Fax (6295) 693290

e-mail : setwan rembangkab@go.id
REMBANG

TANDA TERIMA PENGADUAN
Nomor : / 120

Pada hari ini ..........ccoeone. ,tanggal ..o , Bulan ............... TahUN coocvvrereieere e, WIB
telah diterima pengaduan dari sdr/sdri :

Nama

...............................................................

Tempat / Tanggal Lahir

...............................................................

Pekerjaan

................................................................

Alamat Kantor

................................................................

Alamat Tinggal

Uraian Pengaduan

.................................................................

e r e e s et e se00eessdiereretenrIsereessatersetesreessIrretayIItesers

Yang menerima Yang menyerahkan

.............................................................
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Lampiran [I: PERATURAN DPRD KAB. REMBANG
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 18 Oktober 2019

Contoh Format Tanda Terima Pengaduan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
1. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Fax (0295) 693290

e-mail : setwan rembangkab@go.id
REMBANG

BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT BUKTI

Nomor :
. Padahariini .................... ,tanggal ................. ,Bulan ................ Tahun................ , kami yangbertanda
tangan dibawah ini
Nama oS,
Jabatan R —
Alamat I S SR
Yang menyerahkan seIanjutnya disebut sebagal PIHAK PERTAMA
N 7 S 4O SN S
Jabatan U ———
NIP et aasnas

Yang menerima selanjutnya disebut PTHAK KEDUA

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada
PIHAK KEDUA berupa :

200 11 0Ty A——— 20
Yang menerima _
PIHAK KEDUA Yang menyerakhan
u PIHAK PERTAMA

esebecapipesssencervsrrassessens
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Lampiran III: PERATURAN DPRD KAB. REMBANG
Nomor 3 Tahun 2019
Tanggal : 18 Oktober 2019

Contoh Format Tanda Terima Pengaduan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA'ERAH. KABUPATEN REMBANG
J1. Diponegoro No.88 Telp (0295)691194 Fax (0295) 693290

e-mail : setwan rembangkab@go.id
REMBANG

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

...............................................................................

.................................................................................

Membaca S G———— .
Menimbang S ST O S e L S
Mengingat U —

IVIETOPETIATTRRIL 2 o i doimao o kst s 8 5 ARSI SAR TR

Menetapkan
PERTAMA  § anemoum snimunmpimassanasmmsmmses o s e A R e S
KEDUA J L R ———

Ditetapkan di Rembang,
Pada tanggal Tanggal, Bulan , Tahun

BADAN KEHORMATAN
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
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Lampiran IV : PERATURAN DPRD KAB. REMBANG

Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 18 Oktober 2019
Contoh format Buku Registrasi Perkara

BUKU REGISTRASI PERKARA
NO. | TANGGAL NAMA 1SI PENERIMA
LAPORAN PELAPOR | LAPORAN |LAPORAN | KETERANGAN
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